Mengingal

BUPATI PINRANG, Vi

bahwa untul melaksanakan kotentuan Pasal 14 ayai
Peraturan Daerah Kabupater Pinrang Nomor 6 Takun 2
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
dalam rangka pelaksanaan fugas teknis operasional-
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu me
Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unity”
Teknis Satuan Pendidflan Formal Sekolah’ Mencrigah
Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebu'ﬂ{yaam

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentultan Daerah Tingkat I di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republil
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara!
Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 f
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) seb

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahs




Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati inj yang dimaksid dengan ;

Dacrahl adalah Kabupatsn Pinicang,

Bupati adalah Bupati Pinrang, :

3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan KeBudayaan Kabupaten Pinrang,

4, Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pinrang: !

5. Sckolah adalah Sekolah Menengah Pertama.

;. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolak Menengah Pertama,

7. Wakil Kepala Sekolah adalah Walil Kepala Sekolah Menengah Pertama,

8. Guru adalah Jabaian Fungsional pada Sekolah Menengah Pertama yang
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Pinrang,

9. Tugas adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

10-Fungsi adalah pekerjaan YHNg merupakan penjabaran dari tugas.

LL Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tuges jabatan
yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan,

BABII
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

1) Dengan Peraturan Bupati ini dibertuk unit pelaksana teknis satuan
pendidikan formal Sekelah Menengah Pertama Negeri pada Dinas. <

2) Daftar unit pelaksana fugas satuan pendidikan formal Sekotah. Me
Pertama Negeri schagaimana dimaksud pada ayar (1), tercantum
¥ang merupakan baglan tidak terpisahkan da;

Lampiran 1
Bupari ini.




(Guia)
{delap: B
> (tipa) Waldl Kepala Selolah.
struktur organisasi yang memiliki 1 [satu) W
g aim dimaksud pada ayat (2) buruf a, tercantum
‘ang merupakan bagian lidak terpisahkan dari Peraturan B

(4] Bagan dan strukiar organisasi yang memiliki 2 {dua) Wakil :

sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf b; tercantumn dalam L o]

vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupal &
(5] Bagan dan struktar organisasi vang memiliki 3 (tiga) Wakil Kepala Sekolah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, tercantum dalam piran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahlan dari Peraturan Bupal £

BAB 1T
TUGAS DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPT Sekolah

Pasal4
(1) Kepala UPT Sekolah mempunyal tugas membanti Kepala. Dinas dalam:
mengoordinasikan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai jenjang
pendidikan pada jalur pendidiken formal yang menjadi kewenangannya
sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(2} Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepaln
UPT Sekolah mempunyai fungsi : T
a; pelaksanaan kebijakan teknis pelaksana pengelolaan Sekolah Menengah
Pertama Negeri; e




2 ua;

UPT Sekolah Menengah

Kecamatan Patampanua;

UPT Sekolah Menengah

Kecamatan Lembang;

82. UPT Sekolah Menengah Pertama
Kecamatan Lembang:

33. UPT Sekolah Menengah' Pertama Negeri 2 Lembang berkedudulan i
Kecamatan Lembang,

34. UPT Sekolah Menengah Pertama
Kecamatan Lembang;

35. UPT Sckolah Menenpah Pertama Negeri 5 Lembang berkeduduksn o
Kecamatan Lembang; =

36. UPT Sekolah Menengah
Kecamatan Lembang;

37. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 8
Kecamatan Lembang;

38, UPT Sckolah Menengah Pertama Negert O Lembang  berkedudukan o
Kecamatan Lembang;

39. UPT Sckolah Menengah Pertama Negeri 10

Kecamatan Lembang;

UPT Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Salimbongang berkedudukan di

Kecamatan Lembang;

UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mattire Sompe berkedudukan o

Kecamaran Lanrisang;

42. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 L
Kecamatan Lanrisang: 7

43. UPT Sekolah Menengah Pertama Neperi 3 Pinrang berkedudukan di
Kecamatan Tiroang;

44. UPT Sckolah Menengah Pertama Negeri 4 Pinrang berkedudukan i
Kecamatan Tiroang;

45. UPT Sekoleh Menengah Pertama Negeri 9 Pinrang berkedudukan i
Keeamatan Tiroang; ’

46, UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pinrang berkedudukan i
Kecamatan Tiroang; 5

47 UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pinrang berkedudukan i
Kecamatan Paleteang; %

48. UPT Sekoclah Menengah Pertama Negeri 7 Pinrang berkedudukan i
Kecamatan Paleteang; k

49. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Patampanua berkedudukan ¢
Kecamatan Batulappa;

Satu Atap Bonne

Pertama Negeri 1 Lembang berkedudukan i

Negeri 2 Lembang berkedudukan
Negeri 4 Lembang berkedudukan i

Pertama Negeri 6 Lembang berkeduditkan of

Lembang berkedudukan di

Lembang berkedudukan o3
40

41,

sang. berkedudukan di







ABVIT
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13 .
Pejabat ktural yang bertugas pada masing-masing Unit Pelaksana Tu
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebelum ditetapkﬂ:‘mya?erﬂmra'n_ Bupati ini
ietap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya Kepala Uriit Pelaksana Teknis

berdasarkan Peraturan Bupati ini.
BARB VIII
KETENTUAN PERUTUP

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlakuy pada tawgpal diundanglkan, g
Agar setiap orang mnengetahuinya, memerintahlkan pengundangan Peraturan
Bupati inf dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapload di Pinrang

Ditndangkan di Pinrang
pada tanggal 4 Septewber 200

P BEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG;

ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR 36



